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€hasia dagang para pihak .lapat m€nempuh cara melalui peradilan (ligitasi) dan di iuar
pemdiian melalBi arb;ltase, negosiasi, dan mediasi. Apabila diiempuh ca|a m€diasi para
pihak mencari seoiang $edialor (penengah) yang dapat memberikan analisis terhadap
sengke.a yang leilrjuan |lJhlk memberikan penyelesaian yang dapat ditedma dan saling
meng!nndskan pdrb prbak yang bersengketa" sehiogga seoran€ mediaorlidak hanya
melilurseogkela dariaspek hukm reLapijuga secam ekonomi. Penyelesaian sengteh
ls:lssurlg ditid diaonnnlasikan ke dalan pedanjian antars 
Tdua 
be.3h pl! lk
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I. PENDAIIULUAN
Persaingan perdagangan dalam dunia bi snis begitu pesat keberadaannya.
Pemsahaan-penrsahaan yang menghasilkan barang danjasa benaing mengeluarkan
produk-produl yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Oleh karena banyak
produk yang san]a di pasamq membuat setiap enrsabaan yang mempmduksi baJ'ang
tersebu! meLindungi kerahasiaan dari produk tenebut, baik dari segi formula produk
berkualitas maupun dari segi perusarumya. Tujuan dari adanya kemhasiaan dalam
dunia bisnis tcrsebut adalah agar tidak terjadi persaingan curang.
Rahasia dagang, menuut Pasal 1 Ayat (l ) Undang-undang Nomor 30 Tahun
2000 tentang Rahasia Dagang adalah bformasi yang tidak diketahui oleh urnun di
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Abstr{k
Perlitrdungdn rahasja dassng pada dasarnfa I
etika bisnjs dengrn cara menceeah prai** '
penyadrpan informa"i atau pengingnran
bidang t€hologi dar/atau bisnis, mempunyai nilai ekonornis kaEna berguna dalan
kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya ol€h pemilik rahasia dagang.
Rizawanto Winata seperti dikutip ol€h Sudargo Gautama mengemukakan
bahwa Ralusia Dagang adalah informasi termasuk suahrnunus, pola-pol4 korpilasi,
prcgam, metode, t€knik atau proses yang menghasilkan ilai ekonomis secara
Eundti, nyata dan poteosial. hfornasi itu s€ndid bukan nerupakan infornasi lang
diketahui umum dan tidak mudah diaks€s oleh orang lain unhk digunakaa sehingga
yang bersangkutan mendapat keurhngan ekonomis. (Sudargo Gautam4 2003:3).
Menuut Abdulkadir Muhammad, informasi dapat digolongkan rahasia
dagang apabila memenuhi kiteria pokok s€bagai berikut:
l. Infomasi itu menpunlai dlai nhasia artinla id€ ba.uyang bermanfrar uruk
meraih keuntungan ekonomi bemilai strategi dalam menghadapi pesaing dan
prospek pelusahaan cerah melalui pengembangan pros€s prouki dan peinasarztl
2. Informasi tu tennasuk lingkup perindustrian dao perdagangan. Lingkup
perindustian merupakan aspek teknologi dan lingkup perdagangan merupakan
aspek tata niaga dari informasi yang bemilai rahasia tersebut.
3. Terbukanya keralusiaan informasi tu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan
pemriiknyakarenainfonnasiinrberpindahdanikutdirnanfaatkanolehpihakpeseing.
(Abdulkadir Muhamma4 2002:273)
lnformasi yang mempunyai nilai rahasia wajarmemperoleh
yang kuat, dalam /an ofconJidence mennt hukumAnglo Saxon berdasarkan
sisler]r, commom law disamping perlindungan hak cipt4 desain in<tustri dan paten
seperti di hggis. Adapun tanggungjawab untuk menjaga kerdhrsiaan tidak dipihl
oleh s€mua karyawan ka$na pada dammya mereka tidak nengetahui keEtEsiaan
itu. Tanggung jawab itu hanya dibebankan pada orang tedentu yang metrgetahui
dan memegang informasi rabasia t€Nebut serta diberi wewenang rurhrk menyimpen
rahasia perusahaan atau melisensikarurya. Orang lain bebas menggunaka[ atau
memanfaadcan produk irforrnasi ralDsia perusahaan dan ini merupakan kelemahan
perlindungan hukum b erdasarkalr law ofconJidnce.
1i{Egungja\a"b kerabasiaan it1tinbul ssrentak pada saat ditandatanganirD,B
perjanjian lisensi atau perjanjian pemberian kuasa. Programer komputer
b€danggrmgiawab atas program yang dibuatnya unnrk pihak lain sesuai dengan
kontrak. Secara tidak langsung dengan itikad baik tanggungjawab kerahasiaan
selalu
l. Melekat pada pemegang lisensi pada hubungan pemilik hak cipra, medq
paten dengan pemegang lis€nsi.
2. Melekat pada dircldur dalarn hubungan psrusaluan dengan direktur.
3. Melekat pada pengacara dalam hubungan klien dengan pengacara.
4. Melekat pada konsulta.n dalam hubrmgan klien dengan konsultan.
Perlindungan kerahasiaan dagang pada dasamya untuk mewujudkan dan
mengembangkan etika bisnis dengan caxa mencegah p.aktek dagang yang tidak
waj ar atau curang yang dapat merugikan kepentingan orang lain. Praktek ters€but
dapat berlangsug dalam bentuk pencurian atau penyada{ran i formasi, spionase
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industri rraupun bennrk-b€ntrrk p€langgaran lain yang berwa pengingkaran telhadap
kesspakatan untuk menj aga kerahasiaan suatu rahasia dagang.
Rahasia dagang meliputi 2 (dua) aspek, yaitu aspek teknologi dan aspek
tab daga Yang terrnasuk dalam aspek teklologi anha lain pro<trk nodel, perangkat
lunak komputet formula Foduk berkualitas, dar proses produksi suatu barang.
Sedangkrn yang temasuk aspek niaga antara lain kiat memajukan perusahaan atau
p€dagangan, manaj€men pemsahaan, proses produksi dan pemasarannya,
komput€risasi, data prospek perusahaan
Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagaog: "Lingkup
perlindDgan Ehasia dagang meliputi tfnlarg, metode produksi, metode peryolahar\
metode penjualan atau informasi lainnya di bidang teknologi dan atau bisnis yary
bemilai ekonomi, dan tidak dikeiahui oleh masyarakat secara umum.
Lingkup rahasia dagang tersebut anlara lam:
l. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu benifat
ralusi4 penilai ekonomi dan dapat dipertahankan kerahasiaannya oleh
pemililarya m€lalui waya-upaya sebagaimaDa mestinya-
2. Informasi itu dianggap rahasia apabila hanya diketahui secara terbatas
oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
3. Informasi tu dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan
infomasi ten€but dapat digmakan untuk menjalankan kegiara[ alau usaha
yang bersifat ekonomi atau dapat meningkatkan keunhrngan secara
ekonomi.
4. Informasi tu dianggap dijaga kerahasiaarnya apabila pemilik atau pihak-
pihak yang menguaMinya telah melakukan langkahlangkah yang layak
dan patuh . (Pasal 3 LiUR-D )
Upaya-upaya sebagaimana mestinya dimaksud dalam Pasal 3 Undang-
rmdang Rahasia Dagang adalah semua langkah-langkah yang memuat kewajaran,
kelayakan dan kepatutan yang harus dilalokan, misalnya suatu perusahaan harus
ada prosedur baku berdasarkanpraktikumum yang be aku di tempaltempat yang
urnum yang berlaku di tempat-tenpat lain dan atau dituangkan ke dalam ketentuan
intemal perusalEan yang bersangkutan. Demikian pula dalam perusahaan dapat
diletapkan bagaimala nhasia dagang itu dij aga dan yang bertaoggungjawab atas
kerahasiaan itu. (Rachmadi Usman, 2003: 1 83).
fruRD memb€dakan antara rabasia dagang dan hak rahasia dagang dalam
Pasal I angka 2IruRD dirumuskan yang dimaksud dengan hak rahasia dagang
adalah hak atas mlasia dagang yang timbul berdasaxkan u dang-undatrg.
Bila dinrmuskan Pasal I angka (2) dihubungkan dengan Pasal 1 angka (1),
hak atas rahasia dagang adalah hak yang hanya dipunyai pemilik rahasia dagang.
Hak+ak yang dirnakud adalah:
L Menggunakan sendiri mbasia dagang yang dimilikinya-
2. Memberikan lisensi kepada pihak lain yang menggunakan rahasia dagane
atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga unhrk kepentingan
yang bersifat komenial.
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3. Melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau
mengungkapkan mhasia dagang ii1 kepada pibak ketiga wtukkepentingan yang
benifat komersial (Pasal 4 UURD).
Di samping pernilik mhasia dagang I IIJRD menyebutjuga istilah pemegang
hrk rabasia dagang. Menunt Pasal 5 IruRD pemegang mhasia dagang bisa pernilik
atau bisa pula omng lain yang mendapatkan rahasia dagang melalui pengalihan hak
rahasia dagang. Dengan kata lain" pemilik hak rahasia dagang sekaligus menjadi
pemegang hak rahasia dagang. Oleh karena itu pemegang rahasia dagang sama
denganhakpernilik rahasia dagang. (AbdulkadirMuha$ma4 2002:401).
Pemilik rahasia dagang berhak melarang pihak lain untuk menggunakan
mhasia dagangnya untuk kepentingan komersial. Pemilik rahasia dagang dapat
menggugat siapapun yang dengal sengaj a dan tarpa hak melahrkan pe6uatan
pembedan lisani kepada pibak lain atau mengungkapkan mlruia dagangnya kepada
pihak ketiga dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan atau menghentikan perbualan
yang dilamrg.
Gugatan penggugat diajukan ke pengadilan dan didaftarkan kepada
PengadilanNegeri (Pasal I I Undang-Undang RahasiaDagang). Namun pihakyang
bersengketa bolehjuga menyelesaikan sengketa melalui arbitmse atau penyelesaian
sengketa.
Menurutketentuan Pasal 1 IJLIRD pemegang hak rahasia dagang atau penerima
lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaj adan tanpa hak melah.*an
perbuatan sebagaimana djatur dalam Pasal 4 UURD yaitu menggunakan rahasia
daga[g kepada pihak ketiga untuk kepe[tingan yang bersifat komeNial berupa:
l. Gugatar ganti rugr.
2. Penghentian semua perbuatan sebagaimana diatur dalan Pasal4 lruRD.
Selain penyelesaian melalui gugatan sebagaimana y ng dimaksud dalam
Pasal I I , para pihak dapat menyelesaikan peNelisihar te$ebut melalui arbiftase
atau altematifpenyelesaian sengketa. (Pasal I2 LURD).
l. Altematiflainnya Pasal 12I IURD yang dimaksud dengan penyelesaian
sengketa ltematifadalah mediasi, negosiasi, rekonsiliasi, dan cara lain yang
dipilih oleh pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (Joni Emirzone,
2OO1:132).
Menurut Pasal 13 UURD Pelanggaran rahasia dagang tedadi apabila
seseorang dengan sengajamengungkapkan ral sia dagang, mengingkari kesepakatan
atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untukmer{aga ralnsia dagang
yang bersanglotan.
Kenudianmenurut Pasal 14 ULTRD, seseorang dianggap melanggarmhasia
dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan
cara yang bertentangan dengan perahtan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya Pasal I 5 IJIJRD perbuatan itu tidak dianggap pelanggaxan
rahasia pabila:
1. Tindakan pengungkapan atau penggunaan mhasia dagang tersebut didasarkan
pada kepentingan petahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan
masyamkat.
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2. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan
ralnsia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentngan
pengernbanganlebihlanjutprofukyangbe$anglatur (AbdulkadnMuhammad
2OO|259)-
Bedasarkan uraian di atas yang menjadi permasalalnn bagaimanakah
cara pe nyelesaian penelisihan rahasia dagang
tr. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilalorkan dengan mengguaakan pendekatan )'uddis nonnat'tf
dan empiris, pendekatan )'uridis noniatifyaitu dengan card m€mpelajad, mengkaji,
danmenginterprestasi bahan-bahan kepustakaan yang adadalam literatur-literatur,
dan bahan-bahan hukum yang berupa Peraturar Perundang-undangan, dan
ketentuan-ketentual yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa mlusia
dagang. sedangkanpendekatan empiris delgan melihat pmses penyelesaianyang
terjadi di lapangan. Data yang digmakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
dan data primer dan selanjuhya dilakukan analisa secam kualitatif
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengertian Rah.sia Dagang
Menunrt Pasal l Ayat(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang dijelaskan bahwa rahasia dagang adalah iofomasi yang tidak
diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisrfs, mempunyai nilai
ekonomi karena berguna dalam kegiatan usalu dan dij aga kerahasiaannya oleh
pemilik ratrasia dagang.
Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Helandono menyatakan bahwa ebasia
dagang adalah informasi dibidang telmologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh
umur4 mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiahn usaha dan dijaga
kerahasiaaDnya oleh pemiliknya. 0mam Sapuha, 2005:5).
Menurut Gunawan Widjaja rahasia dagang terdid daxi:
l) Adanya pengertian mengenai informa5i.
2) Infonnasi tersebut merupakan i formasi yang tidak diketahui oleh umum.
3) Infomasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis.
4) Infornasi teNebut barus memiliki nilai-nilai ekonomi.
5) Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. (Gunawan
Widjaya,2OOl:72).
Pasal 3 Undang-undalgNomor 30 Tahm 2000 tentang RahasiaDagang
meoyatakan bahwa:
l) Ayat (2) menyatakan bahwa informasi dianggap benifat ratmsia pabila irfomrasi
te$ebut hanya diketahui oleh pihaktef€ntu atau tidak diketahui secaxaumum
oleh masyarakat.
2) Ayat (3) menyatakan bahwa informasi di"nseap memiliki nilai ekonomi apabila
sifat kemlasiaan inforrDasi trsebut d4,at digunakan untuk menjalankan kesiatan
atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan kermtungan se{am
ekonomi.
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3) Ayat (4) menyatakan bahwa bformasi dianggap dijaga keralnsiaannF apxbila
pemilik atau para pilak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah
yang layak dan patut.
Berdasarkan pendapat ersebut di atas maka dapat diketahui bahwa
rahasia dagang merupakan hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan
Undang-undangNomor 30Tahun2000 tenhng Rahasia Dagarg- Rahasia dagang
itu dianggap bersifat rahasia apabila informasi t€rsebut hanya diketahui secara
terbatas oleh pihak-pihak tertentu baik yang menemukan maupun yiurg
menggunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keunfimgan atau kepetrtingan
yangbeGifat komersial.
Rahasia dagang harus mempunyai nilai ekonomis. Untuk dapat
dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasinyafuuus terjaga kerah€siaannya-
infomasi diangSpp rnemiliki nilai ekonomis apabila dengan kemlnsiaamyz, infotnusi
tersebut dapat di$nakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat
komqsiaj dan meningkatkal kerurtungan secara ekonomi.
Infomasi tersebut harus bersifat rahasia, yang dimaksud dengan rahasia
adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja kecuali petugas atau
pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi
ralasia tersebut. (Abdulkadir Muhammad, 2001 :270).
Apabila informasi tenebut bocor atau disadap oleh pihak laimya, maka
hilanglah sifat kerahasiaannya, dan pemiliknya akan mengalami kerugian atau
hilangnya keutuqan yang dihampkan timbul dari infornasi teIsebul Kerahasiaa[
infonnasimorpakanqayaketertutupan infonnasiBmamelindmgi agartidakdapat
diketahui oleh pihak lain. Upaya tersebut dapat bedentuk tempat yang tetutup
rapat, pengawasan yang ketat, atau aturan hukum dengan saksi yang tegas.
(Abdulkadir Muhamma4 2001 :2'7 0).
3.2. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang
Dalarn karnus Besar Bahasa Indonesi4 pedindungan dapat diartikan sebagai
car4 prosedur, prosespembuatanpe indunganhukum(hukumdalamartiundang-
undang) berarti suatu hal berupa upaya yang diatur oleh undang-wdang guna
mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh pihak yang tidak berhak da.n
memp€rtahankan hak nhasia dagang apabila tedadi pelanggaran (Pipin Syarifir\
20041152).
Dalam informasi rahasia dagang terdapat konsep perlindungan terhadap
pemilik hak rahasia. Konsep perlindungan Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 1
angka (2) UURD yang menyatakan bahwa hak rahasia dagang adalah hak atas
rahasia dagang yang timbul berdasarkan rmdang-undang ini.
Perlindungan hukum rahasia dagarg terhadap rahasia dagatrg diberikan
oleh negara melalui LIURD, pengaturan perlindungan dapat dilaLukan dengan
gugatan perdata maupun pidana, namun undang-undang ini mengatur bentuk
pelanggardn yary dapat dilalo*an oleh pihak lain yang dapat ditmtut sesuai dengan
Pasal 13 ULIRD danPasal 14 truRD dengan mempertahankan Pasal 15IruRD.
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Dalam lruRD diaturpros€s pengalihan sesuai dengan Pasal 5 UURD dan
pemberianlisensi lemasukdalam Pasal 16 UURD. Unhrkmemberikanpertindungan
hnhrt tsfudap e{adinya pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkanhilangnya
rdbasia dagang kar€naterungkenya kerahasiaan rzlEsia dagang pada halayakumum.
S€suai d€ngan Pasal 3 ayat (4) ttURD yang menyatakan bahwa informasi dianggap
dij aga kerahasiaannya apabila pemiliknya atau para pihak yang menguasai telah
melakukan langkahlangkah yang layak dan patuh. (Abdulkadir Muhamma4
2001t254).
Untuk melihal konsep erlindungan hukum dalam Ehasia dagang dapat hta
bagi menurut skala prioritas penc€gahan terhadap rahasia dagang, yaitu:
l. Ancanan Perdata, yaitu dapat b€rupa kewaj iban para pihak untuk mengganti
kerugian kepada pal" pihak pelanggar terhadap emilik rahasia dagary dengan
pertimbangan akibat lansung dan tidak langsung dari peristiwa hukum
berdasarkaan pada Pasal I I lruRD.
2. Ancaman Pidana sesuai dengan Pasal 17 truRD menyebutkan bahwa
pelarggaran terhadap Pasal 13 dan Pasal 14 UURD dapat dipidana degan
penjara dua tahun atau di denla maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratusj uta
rupiah). (Muhammad DjrJtr[hat€, 2OO3 1262-263).
Berdasa*an uraian di atas, maka hukum dalam rahasia dagang dapat kita
bagi menurut skala prioritas pencegahan terhadap rahasia dagalg yaitu
melalui ancaman perdata" yaitu dapat berupa kewajiban para pihak untr:k menggarti
kerugian kepada para pihak pelanggar terhadap pemilik rahasia dagang dengan
pertimbangn akibat lansmg dan tidak langsung dari peristill? huhlrn b€rdasa*aan
pada Pasal 11 UURD dan Ancaman Pidana sesuai dengan Pasal l7 UURD
menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 13 dan Pasal 14 UIIRD dapat
dipidana degan penjara dua tahun atau di denda maksimal Rp. 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
3.3. Cara Penyelesaian Perselisihan Rahrsia Dagang
Bed<aitan denga penyelesaian s€ngka rahasia dagiang ada bebempa ltenEtis
cam penyelesaiannya arta€ lain melalui cara I
3.3.1. Penyelesaian Sengketa Melald Peradilan (Ligitasi)
Pemilik hak atau penggugat erhadap pelanggaran rahasia dagang akan
mengajlkan gugatan teitulis di Pengadilal Negeri, kernudian tergugat akar dfterikan
hak dib€dtahukan secara terhrlis dengan memperbatikanjangka waktu yang layak
(trrrell, dan secara cukup mendetail termasukjuga dasar dari pola klaim-klaim
yang diajukan atau dengan pe*ataan lain gugatan dalam perkara rahasia dagang
hads diajukan secara berp€rkara dan kepada pihak yang digugat harus diberitahuka!
tentang adanya gugatan ini sehingga cukup waktu utuk membela diri.
33.2. Penyelesaian sengketa di luar peradilan (non litigasi)
Penyelesaian gugatan mela.lui a6itras€ atau altematifpenyelesaian sengketa
di luar pengadilan adalah melalui negosiasi mediasi, konsiliasi maupun cara lain lang
dipilih oleh para pihak yang bersengketa baik oleh penggugat maupun pihak yang
digugat sesuai dengar perundang-undangan yang berlaku.
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Arbitrase
Arbitrase metupakan satu cara penyelesaian sengketa mt)asia dagang yang
dianggap jauh lebih baik dari pada penyelesaian melalui peryadilan biasa. Hal ini
karcna ftitase menpuryai keunggulan tenendiri dibarding pengadilanblas4 yaitu:
I . Arbitase karena sifahya privat memberika[ jaminan dihindarinya publikasi,
sehingga masyarakat kurang mengetahui persengketaan rahasia dagang yang
te{adi. Orang talut belperkara di pengadilan ka.rena da unsurpublikasi ini.
2. Penyelesaian sengketa ra}asia dagang melalui arbitrase relatifmuah dan lebih
cepat Penyelesaian rbitas€ dengan mengaj ukan sengketa tau peNelisihanyang
bersifat pdvat kepada suatu badan arbitrase meturut tata cara perundang-
urdangan yang bedaku. Penyelesaian arbihase tidak mengandung hal-hal yang
men],uli&an secara hukum, karena kebutuhan hukum untuk menyelesaikan
sengketa tersebut berada dalsm satu 1uridiksi, yaitu )uridiksi nasional bagi
Indonesia 1'uridiksi negem Indonesia. Umwnnya sengketa teNebut terjadi karena
adanya pelaksanaan suatu pengalihan rabasia dagang atau pe{anjian liserui, yang
oleh pihnk yang satu dianggap tidak mernenuhi penyamtan yang telah ditgutukan
dalam pe{ adian yang be$angkuta4 dalam hal ini sengketa r hasia dagang antara
pemegang hak rahasia dagang atau penedma lisensi dengan pihak lain dapat
diselesaikanmelalui peNnjukan seomng arbiter mtr-rkmasing-masingpihak dan
seorang penengah yang dipilih oleh para arbiter yang dihmjuk oleh para pihak.
Pelunjukan seomng arbiter dilakukan dengan cara langsru€ atau pengaDgkatan
a$iter yang telah ada. S),arat arbiter dalam 
€hasia dagang adalah:
(1) Mcniliki ilmu pengetahuan yarg cukup tentang rahasia dagang yang
ditanganin)a.
(2) Bersedia baik secara lisa[ maupun perjanjian teftulis untul menjaga
kerahasiaan dari mhasia dagang yang ditanganinya (Pasal 3 ayat (4) TIURD).
(3) Kewajiban menj aga rahasia tetap ada walaupun sengketa telah selesai.
Setelah itu pam a*)iter memutuskan perkara yang disengketakan. Keputusan
teNebut baru dianggap legal apabila telah mendapatkao pengesahan dari pihak
yang bersangkutan. Di dalam isi putusan tidak dipetbolehkan menyebutkan mhasia
dagang yarg disengketakaa karena menyebutkan substansi lahasia dagang dapat
mengl langkan eksistensinya sebagai hakkekayaan i teleldual (Pasal 1 angka (1)
UURD). Demikianlah penyelesaian sengketa rbihrse harus ditempul dengan tetap
memperhatikan kcrahasiaan dari rabasia dagang yang merujuk pada IruRD.
b. Negos;asi
Negosiasi adalah pertemuan para pihak ya[g bersengketa untuk
menyelesaikan perkan di antara mereka tanpa campur talgan pibak ketiga. Dalam
rcgosiasi, para pihak harus menguasai seluk beluk bisnis dan hukum. Mercka ya.ng
mewakili kepcntingan bisnis akan melihat dari aspek bisnisny4 sementara penasehat
hukum akan melihat dari aspek hul'un dan formulasinya ke dalam draft kontrak
Untuk itu kepada para penasehat hukum dituDtut untuk tidak hanya menguasai ilmu
hukum kontrak, tetapi menguasai dasar-dasar bisnis yang dinegosiasikarmya.
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Bahwa '"ng nanunya negosiasi itu mempunyai t€kik-teknik serdid. Dalam
negosiasi barus dihindari adanya sihrasi kalah menang sebagai akibat n€gosiasi.
Negosiasi lrin /o win sudah menjadi mode dalam dunia bisnis. Dalam sengketa
rahasia dagang berdasarkan penjelasan Pasal I I UURD, negosiasi dijaclikan
altematifdalam penyelesaiao sengketa. Para pihak dalam negosiasi terdiri dari
pemegang hak ralasia dagang dengan pihak penedma tisensi dar/atau pibak ketiga
harus membuat suatu perjanjian untrk merahasiakan in:fomrasi rahasia dagang yang
disengketakan @asal 3 ayat (4) UURD). Para pihak dalam negosiasi hanya dapat
diperbolehkan mengungkap status sengketa dan duduk perkara, lanpa menyebut
substansi dari rahasia dagang yang disengketakan. Apabila para pihak yang
bemgosiasi telah mencapai kesepakatan maka dibuatlah akte perdamaian yang
ditandatangani kedua belah pilak.
c. Mediasi
Dalam bentuk ini seorang mediator (penengah), dalam penyelesaian
s€ngketa, menemui para pihak atau wakilny4 dengan maksud rmtuk mengadakan
peratlran suatu penyelesaian sengketa yang nantinya dapat diterima oleh para pihak
Dalam peramnnya ini, seorang mediatortidakmernpunyai wewenalg unhrkmernbuat
keputusan yaag mengikat terhadap paxa pihak. Peranannya dalah membantu
mengaralisa masalah-masalah yang ada dan mencari suatu fomnla kompromi bagi
peny€lesaian suatu sengketa.
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikao
sengketa rdhasia dagang, para pihak mencari seorang mediator (penengah) yang
dapat memberikal analisa terhadap sengketa. Tujuan dari diadakannya mediasi
adalah untuk memberikan penyelesaian yang dapat diterima daD saling
mengunfmgkan di antara pihak yang bersengket4 oleh karena itu seorang mediator
tidak hanya melihat sengketa dari aspek hukum terapi harus dapat menganalisa
sengketa secam ekonomi terhadap sengkefa mhasia dagang. Penyelesaian sengketa
langsung dapat difomulasikan ke dalam perjanjian antara kedua belah pihak namun
seorang mediator tidak boleh memaksa pihak yang benengketa dengan melakukan
perbuatar sesuai dengan kuasa kiusus yang diberikan para pihak
IV. KESIMPULAN
Untuk menyelesaikar sengketa rahasia dagan& para pihak mencari seorang
mediator (penengah) yang dapat memberikao analisa terhadap sengketa. Tujuan
dari diadakamya mediasi adalah untuk memberikan penyelesaian'€ng d4)at diteriria
dan saling menguntungkan di anura pihak yang benengketa oleh kalEna itu seorang
mediator tidak hanya melihat s€ngketa dari aspek hukum tetapi harus dapat
menganalisa sengketa secara ekonomi terhadap s€ngketa rahasia dagadg.
Penyelesaian s€ngketa langsung dapat difonnulasikan ke dalam perjanjian
antara kedua belah pihak, namun seorang mediator tidak boleh memaksa pilak
yang bersengketa dengan m€lakukan pe6uatan sesuai dengan kuasa lCrusus yang
diberikan pan pihak.
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